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Diberikan kepada:

Nama Madrasah
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi

: Nurul lshlah
: Muara Burnai I

: Muara Burnai I

: Lempuing Jaya
: Ogan Komering llir
: Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah : ypl Nurul lshlah Muara Burnai
Akte Notaris Penyelenggara : suEN HERIEF,SH.MKN No 17 Tanggal0s Nov 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-00430g3 AH .01.04 Tahun zo;;
Tanggal Pendirian :1990

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

rl t t a { e o 2 e o * I'ts
Palembang, 2l Desember ZOL}

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I(ANTOR YAHYEMENTERIAN

IERA SEIXTAN

. ALFA]RI TABIDI, MM., M.PD,I
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMORlorg TAHUN 2019

TENT{NG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISHLAH OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

| 7. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. tsahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf C, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang pemberian lzin pendirian
Madrasah lbtidaiyah Nurul lshrah Kabupaten ogan Komering
llir;

1. Undang-undang Nomor zo rahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik-lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

'Nlegara 
Republik

lndonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang lndonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun zols tentang perubalian
Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahunioos tentang
standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara RepuHi[
lndonesia Tahun 201s Nomor 4s, Tambahan Leinbaran ti*grr"
Republik lndonesia Nomor 56Z0);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 200g tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesil
Tahun 2008 Nomor g1, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1T Tahun zolo tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembarai
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, iambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor s1s0)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengeroraan dan
fe.nvelelogaraan Pendidikan (Lembiran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lefrbaran I'iegara
Republik lndonesia Nomor 515Z);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
standar sarana dan Prasarana untuk sekotah Dasar /Madrasah
lbtidaiyah, sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1s rahun 201o
tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi pemturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republi[
lndonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor lg8s
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang
Diselenggarakan olefr fUasyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor sBBg rahun
2415 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIANIOPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL
ISHLAH OGAN KOMERING ILIR.
Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasionat madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggallU Desember 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH

TERA SELATAN

TALFAJRI ZABIDI, MM,, M.Pd.t



LAMPIRI\N
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMORlol9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
NURUL ISHLAH OGAN KOMERING ILIR.

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN

1 \ama Madrasah Nurul lshlah

2 lomor Statistik Madrasah 1 1 1216020018

3 Alamat Madrasah Jalan : Muara Bumai I

Desa/Kelurahan : Muara Burnai I

Kecamatan : Lempuing Jaya

Kabupaten/ Kota : Ogan Komering llir

Provinsi : Sumatera Selatan

4 lama Organisasi Penyelenggara YPI Nurullshlah Muara Bumai

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

SUEN HERIEF,SH.MKN No 17 Tanggat0E Not2016 :,:,,,,
: ,i,::i

6 Pengesahan Akte Notaris
Srganisasi Penyelenggara

AHU-0043083 AH .01.04 Tahun 2016

RI AGAMA INDONESIA

ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I'##16
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